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Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan 
hukum perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian 
perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung dengan mengambil contoh 
kasus nasabah Asuransi Jiwa Kresna  . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian 
perdamaian  (homologasi) oleh Mahkamah Agung. Jenis Penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian hukum normatif yaitu suatu pendekatan yang 
menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini 
penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap PT. 
Asuransi Jiwa Kresna   harus melalui OJK untuk pengajuan permohonan PKPU 
ulang. Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah membatalkan 
perdamaian (Homologasi) PKPU dapat kiranya untuk dilakukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali (PK). 
 




The legal basis for the legal protection of creditors in the peace agreement 
(homologation) by the Supreme Court by taking the case of the Kresna Life 
Insurance customer as an example. This study seeks to answer how the legal 
protection of creditors in the peace agreement (homologation) by the Supreme 
Court? The type of research used is normative legal research, which is research 
conducted on applicable legal regulations. In this case, the research is to run by 
starting from research on secondary data. The results of this study concluded that 
the submission of a PKPU application to PT. Kresna Life Insurance must go 
through the OJK to apply for a PKPU again. The Supreme Court Number 647 
K/Pdt.Sus-Pailit/2021 has made PKPU reconciliation (Homologation) possible 
for legal remedies for Judicial Review (PK). 
 




A. Latar Belakang Masalah 
  Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh 
keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus.
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Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila didukung 
dengan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan memakai modal 
maupun melakukan pinjaman dari pihak lain sebagai cara untuk menolong 
perusahaannya meningkatkan usahanya dan keuntungan yang didapatkan baik 
dari sisi waktu maupun dari sisi jumlah.
2
 Asuransi adalah perjanjian antara 
dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar 
bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi.
3
 Usaha Asuransi Jiwa 
adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang 
memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak 
lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, 
atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain 
yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam pejanjian, yang besarnya 
telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
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Perasuransian adalah istilah hukum (legalterm) yang dipakai dalam 
perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. 
  Perkembangan zaman membuat semua bidang kehidupan membuat 
berbagai strategi agar bisa bertahan dan bersaing dengan keadaan. 
Meningkatkan kemampuan merupakan salah satu strategi untuk dapat 
bertahan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, termasuk pada 
perusahaan asuransi. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur 
segala tindakan warga masyarakatnya berdasarkan hukum positif (Ius 
Constitutum) telah memberikan tugas dan wewenang khusus kepada Otoritas 
Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 
terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk kegiatan 
Perasuransian. 
  Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor 
jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai 
otoritas jasa keuangan.
5
  Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki 
alasan antara lain makin kompleks dan beragamnya produk jasa keuangan, 
munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan dan perkembangan 
globalisasi industri keuangan. Prinsipnya, Otoritas Jasa Keuangan agar 
pengawasan itu menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah 
dan efisien sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi optimal dan 
efektif. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas disektor keuangan 
berwenang dalam menentukan keberlangsungan perusahaan asuransi, apabila 
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4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 1 ayat (6)  




dalam pengawasannya perusahaan asuransi melakukan kesalahan, kelalaian 
dan memberi dampak kerugian terhadap pemegang polis asuransi maka 
Otoritas Jasa Keuangan dapat membatasi atau mengurangi usaha 
perasuransian yang bermasalah demi menghindari kerugian yang akan 
dialami oleh pemegang polis. Dalam praktiknya, debitur atau perusahaan 
asuransi terkadang tidak bertanggung jawab dan lalai dalam memenuhi 
kewajibannya yaitu membayar polis asuransi kepada kreditur atau pemegang 
polis. Kelalaian debitur itu terkadang disebabkan oleh faktor kesengajaan 
(ketidakmauan) atau faktor keterpaksaan (ketidakmampuan). Untuk 
menyelesaikan persoalan tersebut terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yaitu 
melalui penundaan pembayaran dan kepailitan. Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu periode waktu tertentu yang 
diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana 
dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan 
kesempatan untuk memusyawarahkan dan membicarakan cara-cara 
pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran 
(composition plan) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk 
apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Dengan demikian, 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam 
moratorium, dalam hal ini legal moratorium.
6
 Pemegang polis atau kreditur 
sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam perjanjian seringkali 
tidak mengetahui sistematika dan cara penyelesaian masalah dalam asuransi 
sehingga menyebabkan proses penyelesaian masalah memakan waktu lama 
dan berdampak pada kerugian. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi 
adalah masalah likuiditas yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna   yang 
terus menunda pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo. 
  Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi 
yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis 
asuransi telah menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap PT. 
Asuransi Jiwa Kresna   kepada pengadilan niaga yang tidak dijawab oleh 
Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu beberapa bulan. Kemudian 
pemegang polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan 
pembayaran kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diwakilkan oleh kuasa 
hukumnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna   kepada pengadilan niaga 
yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya telah 
mengabulkan permohonan PKPU sementara dan pada prosesnya telah 
mencapai putusan akhir yaitu jalur perdamaian (accoord). Akan tetapi dari 
pihak PT. Ausransi Jiwa Kresna mengajukan banding terhadap putusan 
pengadilan niaga tersebut kepada Mahkamah Agung dengan putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. 
Penulis kali  ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap 
 





kreditur pada pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh 
Mahkamah Agung (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 647 k/pdt.sus-pailit/2021. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka 
akan dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:  
Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan 
perjanjian perdamaian  (homologasi) oleh Mahkamah Agung? 
 
C. Metode Penelitian 
 Suatu metode penelitian dapat disusun dengan mempergunakan suatu 
metode yang tepat. Metode merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang akan 
dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalah penelitian dan tata cara 
untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum 
normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada peraturan-peraturan 
hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal 
dari penelitian terhadap data sekunder. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu periode waktu tertentu yang 
diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana 
dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan 
kesempatan untuk memusyawarahkan dan membicarakan cara-cara 
pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran 
(composition plan) terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk 
apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Homologasi adalah 
pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitor dengan 
kreditor untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dalam tahapan PKPU ini 
merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut 
debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada kreditor.  
  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk 
berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor 
perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, 
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 
Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisakan 
istilah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang 
karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka 
pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena 






1. Kasus Posisi 
 Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021, dari gugatan perdata enam orang nasabah Asuransi Jiwa 
Kresna   yang sebelumnya menang, karena majelis hakim menjatuhkan 
putusan PKPU Sementara untuk C pada 10 Desember 2020. Setelah itu, 
terdapat Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Pengadilan 
Niaga Jakarta Pusat, tanggal 22 Januari 2021. Namun, pada 18 Februari 
2021 terdapat Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dalam putusan Nomor 
389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Lewat putusan terbaru di 
tingkat kasasi ini, Asuransi Jiwa Kresna   diputuskan kembali dalam 
keadaan semula sebelum adanya putusan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi, karena seluruh Putusan Judex 
Facti dalam perkara ini batal. 
 Sebelumnya permasalahan dimulai ketika PT. Asuransi Jiwa 
Kresna   mengirimkan surat pada tanggal 20 Februari 2020 kepada seluruh 
nasabah untuk menunda pembayaran polis dari salah satu produk asuransi 
yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang telah jatuh tempo dengan 
alasan untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah. Lalu PT. 
Asuransi Jiwa Kresna   mengirim surat kedua kepada nasabah yang isinya 
menyatakan tentang terjadinya keadaan memaksa (force Majeure) yaitu 
sedang mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi dan 
memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh 
tempo tersebut hingga 10 Februari 2021. Setelah itu pada tanggal 18 Juni 
2020 PT. Asuransi Jiwa Kresna   mengirim surat selanjutnya yang 
menyatakan bahwa akan membayar polis asuransi tahap pertama sejumlah 
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari kerja. Pembayaran yang dijanjikan kemudian di undur lagi pada surat 
berikutnya hingga tanggal 3 Agustus 2020. Hal ini membuat para nasabah 
selaku pemegang polis melaporkan PT. Asuransi Jiwa Kresna   kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan. 
Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang berwenang dalam 
pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian mengambil tindakan 
dengan memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. 
Asuransi Jiwa Kresna   guna memastikan perusahaan membayarkan 
kewajibannya kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Berkaitan dengan 
permasalahan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh 
tempo tersebut, salah satu nasabah selaku pemegang polis asuransi telah 
menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan 
penundaan pembayaran terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna   kepada 
pengadilan niaga yang tidak dijawab oleh OJK dalam kurun waktu 
beberapa bulan. Kemudian pada tanggal 18 November 2020 pemegang 
polis asuransi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran 
kepada OJK yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan 




Jiwa Kresna   kepada pengadilan niaga yang telah diperiksa dan diputus 
oleh pengadilan yang pada putusannya telah mengabulkan permohonan 
PKPU sementara dan pada prosesnya telah mencapai putusan akhir yaitu 
jalur perdamaian (accoord).  
 Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, kemudian 
terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi/Kreditur Lain melalui 
kuasanya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2021, 
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi 
perkara kepailitan Nomor 09 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., 
juncto Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat 
oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut 
disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga. Kemudian setelah 
mempelajari dan memeriksa secara saksama pertimbangan dan Putusan 
PKPU Sementara tanggal 10 Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap 
tanggal 22 Januari 2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex 
Facti dalam perkara PKPU tersebut salah menerapkan hukum dengan 
beberapa alasanya. Kemudian karena kedua putusan yang menjadi dasar 
diajukannya permohonan homologasi dalam perkara ini in casu Putusan 
PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., 
tanggal 10 Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 
389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt., tanggal 22 Januari 2021 
adalah putusan yang salah maka seluruh putusan dalam perkara a quo 
menjadi cacat dan harus dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. 
 
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan 
perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung. 
 Babak baru bagi nasabah Asuransi Jiwa Kresna setelah putusan 
PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Jkt. PSt., Majelis 
Agung membatalkan homologasi tersebut pada putusan Nomor 647 
K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dengan alasan tidak adanya kewenangan (legal 
standing) dari para pemohon pailit untuk mengajukan permohonan 
pernyataan pailit dalam perkara a quo. Berdasarkan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 
Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 
Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa 
Keuangan”. Sehubungan dengan dialihkannya fungsi pembinaan dan 
pengawasan perusahaan asuransi dari Menteri Keuangan kepada OJK, 
termasuk terkait kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU 
terhadap perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga. Majelis Hakim 




permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada Pengadilan 
Niaga adalah karena pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan 
PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna   kepada OJK yang tidak di 
jawab oleh OJK dalam kurun waktu beberapa bulan sehingga pemohon 
langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa 
Kresna   kepada pengadilan niaga, dalam hal ini Majelis Hakim menilai 
bahwa pemohon beritikad baik mencari keadilan. 
 Dikabulkanya permohonan kasasi oleh Pemohon dalam hal ini 
pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna   yang bunyinya membatalkan PKPU dan 
membatalkan Homologasi yang tertuang dalam Putusan Kasasi  
Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, membuat para 
nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna   menjadi dirugikan dan PKPU yang 
telah di putus oleh Majelesi Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat menjadi sia-sia. Dalam hal pengajuan PKPU diatur 
dalam Pasal 51 Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa 
Kreditur yaitu pemegang polis dapat menyampaikan permohonan 
kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi kepada Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit terhadap 
perusahaan asuransi yang bersangkutan ke pengadilan niaga. Dalam hal 
kreditur telah mengajukan permohonannya, OJK diberikan waktu paling 
lama 30 (tiga puluh ) hari untuk dapat menyetujui atau menolak 
permohonan yang diajukan oleh Kreditur pemegang polis, dan dalam hal 
permohonan yang diajukan oleh Kreditur ditolak oleh OJK maka 
penolakan harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan 
penolakan atas permohonan pailit. Pada Pasal 52 ayat (1) menjelaskan 
perihal tata cara pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur terhadap 
suatu perusahaan asuransi, pasal ini menyatakan bahwa kreditur yang 
berdasarkan penilaiannya atau kreditur yang memperkirakan bahwa 
perusahaan asuransi memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dalam status 
PKPU sesuai dengan undang-undang dapat menyampaikan 
permohonannya tersebut kepada OJK agar OJK dapat mengajukan 
permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan 
kepada pengadilan niaga. Dalam pasal ini telah menyatakan secara jelas 
bahwa bagi kreditur yang ingin memohonkan PKPU terhadap Perusahaan 
Asuransi dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK yang 
kemudian OJK yang akan memohonkan PKPU tersebut kepada pengadilan 
niaga. Pada Pasal 52 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal pengajuan 
permohonan PKPU yang menjadi dasar permohonan adalah: 
1) Kewenangan Pengadilan Niaga;  
2) Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Kreditur yang berisi uraian 
yang jelas mengenai hak Kreidutr untuk mengajukan permohonan; 
3) Alasan permohonan pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang (PKPU) diuraikan secara jelas dan rinci; dan 
4) Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga. 
 Pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan 




Jiwa Kresna yang diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada 
Pengadilan Niaga dalam putusan perkara nomor: 
389/Pdt.SusPKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. yaitu bahwa kreditur beritikad 
baik untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan PKPU 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan “Sejak 
tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, 
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan 
lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal 
dan Lembaga Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan”. Bahwa terdapat 
kekosongan hukum dalam proses pengajuan permohonan PKPU, dalam 
perkara perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Kresna  , sehingga dapat 
diterapkan asas lex specialis derogat legi generali yang berpedoman pada 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 51 jo 
Peraturan OJK Nomor.28/POJK.05/2015 yang mengatur kreditur 
mengajukan permohonan pailit kepada OJK untuk mengajukan 
permohonan ke Pengadilan Niaga oleh karena aturan kepailitan itu selaras 
atau mutandis mutatis dengan aturan PKPU. Kemudian diterapkan pula 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan oleh karena OJK adalah institusi Negara, lembaga Negara 
yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang. Dari segi Hukum Tata 
Negara OJK disebut sebagai koasi eksekutif, oleh karena itu terikat pada 
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam 
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Jika 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan. Dalam hal ini nasabah pemegang polis merupakan Kreditur 
yang memperkirakan bahwa Debitur yaitu PT. ASURANSI JIWA 
KRESNA   tidak dapat melanjutkan membayar utangnya dan terdapat 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 223 UUK PKPU 
menyatakan bahwa “Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, 
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpan dan 
Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, 
dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan 
publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)”. 
 Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa pengajuan 
permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat diajukan 
oleh Menteri Keuangan. Debitur dalam perkara ini adalah merupakan 
Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna   (Kresna Life 




bertanggungan jiwa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang- Undang 
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (6) yaitu “Usaha 
Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa. Debitur dalam 
perkara ini adalah merupakan Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa 
Kresna   yang merupakan Perusahaan Asuransi yang bergerak dibidang 
pertanggungan jiwa, sebagaimana yang dijelaskan dalamUndang-Undang 
Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam hal tersebut penulis 
berpendapat bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi 
Jiwa Kresna   harus melalui OJK untuk pengajuan permohonan PKPU 
ulang. Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah 
membatalkan perdamaian (Homologasi) PKPU dapat kiranya untuk 





Perlindungan hukum terhadap kreditur pada pembatalan perjanjian 
perdamaian (homologasi) oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi 
Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, melalui pengajuan  
permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna   harus melalui 
OJK untuk pengajuan permohonan PKPU ulang. Mahkamah Agung 
Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah membatalkan perdamaian 
(Homologasi) PKPU dapat kiranya untuk dilakukan upaya hukum 
Peninjauan Kembali (PK). Dari gugatan perdata enam orang nasabah 
Asuransi Jiwa Kresna yang sebelumnya menang, karena majelis hakim 
menjatuhkan putusan PKPU Sementara untuk C pada 10 Desember 2020. 
Setelah itu, terdapat Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 22 Januari 2021. Namun, pada 18 
Februari 2021 terdapat Perjanjian Perdamaian (Homologasi) dalam 
putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. lewat putusan 
terbaru di tingkat kasasi ini, Asuransi Jiwa Kresna diputuskan kembali 
dalam keadaan semula sebelum adanya putusan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi, karena seluruh Putusan Judex 
Facti dalam perkara ini batal. Adapun hasil dari keputusan Mahkama 
Agung tetap mempertimbangkan itikat baik kreditur untuk mendapatkan 
keadilan yang diharapkan oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwa Kresna. 
2. Saran 
Dalam penyelesaian kasus sengketa hukum berkaitan dengan 
pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari kreditur 
kepada asuransi swasta, pemerintah melalui OJK untuk lebih mengawasi 
dan mengevaluasi sehingga dalam proses pengajuan PKPU dapat berjalan 
secara maksimal. Pemerintah melalui OJK harus lebih responsive, 
transparan dan akuntabel dalam penyeleseaian terkait pengajuan PKPU 
sehingga dapat menghindari adanya pihak yang dirugikan  




aplikasi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dimonitoring dan 
dievaluasi secara langsung baik pihak debitur maupun kreditur. 
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